


7. M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H. NIA: 18.00802 

8. Yuni lswantoro, S.H. NIA: 18.00843 

9. Firman Yuli Nugroho, S.H. NIA: 19.01236 

10. Nurhidayat, S.H. NIA: 21.00690 

11. Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H. NIA: 22. 03608 

12. Retno Widiastuti, S.H., M.H. NIA: 22.03980 

13. Farih lhdal Umam, S.H. NIA: 22.03916 

14. Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H. NIA: 15.03690 

15. Andres April Yanto, S.H. NIA: 19.00703 

16. Setyawan Cahyo Gemilang, S.H. NIA: 18.03166 

17. Djanur Suwarsono, S.H. NIA: 22.04189 

18. Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H. NIA: 24.00759 

19. A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H. NIA: 23.03531 

20. Joni Khurniawan, S.H. NIA: 20.10.11.2336 

kesemuanya adalah AdvokaUPenasihat Hukum pada kantor Firma Hukum HICON 

yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

yang dalam perkara ini beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta 

Pusat, nomor telepon/HP (021) 31927028; email aps.hukum.2@gmail.com, baik 

sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun bertindak untuk dan 

atas nama Pemberi Kuasa ............................................................................................ . 

Selanjutnya disebut sebagai ....................................................................... Termohon; 

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 115-01-17-

32/PHPU.DPR-DPRD-XXll/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan 

Pembangunan sebagai berikut: 

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, 

mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
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sebagaimana Permohonan a quo yang diajukan oleh Pemohon dengan 

alasan-alasan sebagai berikut: 

1) Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945-selanjutnya ditulis UUD 1945-menyatakan,

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang

terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan

lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang

Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan

tentang hasil pemilihan umum;

2) Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023

tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang

Mahkamah Konstitusi-selanjutnya ditulis UU MK-menyatakan,

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

c. memutus pembubaran partai politik; dan

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

3) Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman-selanjutnya ditulis UU 48/2009-

menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;
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b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

c. memutus pembubaran partai politik;

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan

e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;

4) Bahwa Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan

Umum menjadi Undang-Undang-selanjutnya ditulis UU Pemilu-yang

menyatakan, "Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan

suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional,

Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan

permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan

suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

5) Bahwa secara konstitusional, norma Pasal 22E ayat (6) UUD 1945

menyatakan, "Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur

dengan undang-undang". Sesuai dengan perintah Pasal 22E ayat (6)

UUD 1945 dimaksud, kontestasi Pemilu 2024 diatur dengan Undang­

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832, selanjutnya disebut

UU Pemilu). Berkenaan dengan persoalan hukum dan sekaligus

penegakan hukum pemilu, UU Pemilu telah mengelompokkan jenis

permasalahan hukum pemilu yang terjadi dalam atau selama proses

penyelenggaraan pemilu, mulai dari tahapan pendaftaran peserta

pemilu, tahapan pemungutan suara hingga tahapan penetapan
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MALUKU 

UTARA 

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, 

menurut Termohon adalah sebagai berikut: 

a) Bahwa tentang dalil Pemohon yang pada pokoknya menegaskan tentang

adanya perpindahan suara Pemohon kepada Partai Garuda,

sebagaimana selebihnya dalil tersebut termaktub pada Permohonan a quo

halaman 7 Permohonan a quo adalah tidak benar karena Termohon telah

melaksanakan penghitungan rekapitulasi perolehan suara secara

berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(Bukti T -4 dan Bukti T-5);

b) Bahwa Pemohon tidak menyebutkan secara pasti telah terjadi

perpindahan suara dan pengurangan suara Pemohon dimana saja, dan

hanya menyebutkan secara umum pada tingkat provinsi. Padahal jika

Pemohon menyebut adanya perpindahan suara yang berakibat

pengurangan suara Pemohon, harusnya Pemohon menyebutkan di

Tempat Pemungutan Suara (TPS), desa/kelurahan, kecamatan, dan

kabupaten/kota mana saja di Dapil Maluku Utara yang terjadi adanya

perpindahan suara yang kemudian dapat dicocokkan dengan hasil yang

ada di tingkat Provinsi maupun pusat/nasional;

c) Bahwa Pemohon juga tidak memberikan catatan kejadian khusus pada

proses rekapitulasi dan penetapan suara ditingkat kabupaten/kota

maupun pada tingkat Provinsi (Bukti T-6);

d) Bahwa pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

tingkat Provinsi Maluku Utara, Pemohon tidak mengajukan keberatan

terhadap perolehan suara yang dibacakan dan Bawaslu Provinsi Maluku

Utara juga tidak menyampaikan sanggahan terhadap perolehan suara

Pemohon untuk Pemilu;

e) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka segala dalil Pemohon

tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu adalah patut dan adil
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